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 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU 
TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI  
(Studi Kasus di wilayah hukum se-karesidenan Surakarta) 
Abstrak 
Kejahatan terhadap pembungan bayi merupakan kejahatan yang merusak nilai-nilai 
kemanusiaan dan juga merendahkan derajat manusia, terlebih pelaku pembuangan 
bayi merupakan anak, maka ini menjadi permasalah yang perlu medapatkan perhatian 
lebih. Permasalah yang diteliti yaitu apakah alasan-alasan yang mendasari pelaku 
untuk melakukan perbuatan pembuangan bayi, bagaimanakah peraturan hukum pidana 
terkait anak sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi, bagaimanakah perlindungan 
terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dalam proses peradilan 
pidana. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis 
empiris. Hasil dari penelitian penulis yaitu alasan-alasan yang mendasari anak 
membuang bayi karena factor ekstrinsik dan juga kurangnya pengetahuan mengenai 
peraturan hukum dan agama tentang pembuangan bayi, peraturan hukum pidana 
terkait pembuangan bayi diatur di dalam KUHP dan juga diluar KUHP  yaitu undang-
undang, perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku pembuangn bayi dilakukan 
melalui proses diversi dan juga peradilan umum. 
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak, Pembungan bayi 
Abstrack 
Crime against infanticide is a crime that damages the values of humanity and also 
lower the degree of humans, especially the perpetrators of infant disposal is a child, 
then this becomes a problem that needs to get more attention. The problem under 
investigation is whether the reasons underlying the perpetrator to perform the act of 
disposal of baby, how the rules of criminal law related to children as perpetrators of 
the act of disposal of babies, how the protection of the rights of children as 
perpetrators of infant disposal in the criminal justice process. The method used by the 
author in this research is empirical juridical method. The results of the author's 
research are the reasons underlying the child to throw away the baby due to extrinsic 
factors and also the lack of knowledge about the law and religion rules about the 
disposal of infants, the rules of criminal law related to the disposal of infants 
regulated in the Criminal Code and also outside the Criminal Code namely the law, -
the child as the perpetrator pembuangn baby done through the process of diversion 
and also the general court. 
Keywords: Law Enforcement, Children, Infant Disposal 
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1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia memliki kewajiban untuk menjamin hak-hak dan kewajiban asasi 
setiap warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan 
Pancasila.
1
 Perlindungan terhadap bayi di atur sedemikan rupa yang terdapat
diberbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, Undang-undang 
Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang tentang Perkawinan, Undang-undang 
Tentang Kesehatan. Undang-undang tentang Perlindungan anak dan peraturan-
peraturan hukum lainnya.
2
 Akan tetapi dalam kenyataanya perlindungan hukum yang
diberikan tersebut tidak memberikan efek takut kepada masyarakat, sekarang ini 
sering terjadi penemuan bayi yang dibuang oleh orang tuanya. 
Seperti kasus pembuangan bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali, Jawa 
Tengah, warga menemukan mayat bayi yang dibungkus dengan rok  dan dikubur 
dihutan Ngaren, Juwangi, keadaan bayi tersebut saat ditemukan plasenta masih 
melekat di tubuh bayi.
3
 Dan juga kasus yang terjadi di dukuh Kadiloyo Rt 5 Rw 5,
Desa Wonosari, Gondangejo, Karanganyar dimana telah ditemukan bayi di dalam 
tenggok atau bakal di teras belakang rumah. Keadaan bayi saat pertama kali di 
temukan masih lengkap dengan tali pusarnya, bayi tersebut sengaja di buang oleh 
orangtunya atau ibunya.
4
Kejahatan terhadap pembungan bayi merupakan kejahatan yang merusak nilai-
nilai kemanusiaan dan juga merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas 
agama melekat pada seorang juga memegang peran penting dalam hal terjadinya 
tindak pidana pembuangan bayi tersebut, oleh karena itu menurut Barda Nawawi 
Arief, hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan 
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atau moralitas.
5
 Perbuatan pembuangan bayi telah menghilangkan hak-hak yang
dimiliki oleh bayi, dengan demikian  maka perlu diawasi bagaimana pemerintah 
memberikan perlindungan terhadap bayi yang dibuang dan bagaiman perlindungan 
hukum terhadap pelakunya. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah 
sebagai beriku: (1) Apakah alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan 
perbuatan pembuangan bayi (2) Bagaimanakah peraturan hukum pidana terkait anak 
sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi (3) Bagaimanakah perlindungan terhadap 
hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dalam proses peradilan pidana. 
Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk 
mengetahui alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan 
pembuangan bayi, (2) Untuk mengetahui peraturan hukum pidana terkait anak sebagai 
pelaku perbuatan pembuangan bayi, (1) Untuk mengetahuI perlindungan terhadap 
hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dalam proses peradilan pidana. 
2. METODE
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum 
yuridis empiris.
6
 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah diskriptif.
7
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di wilayah hukum Kabupaten 
Boyolali dan Kabupaten Karanganyar, Sumber data (1) Data Primer.
8
 (2) Data
Sekunder terdiri dari bahan hukum primer  dan Bahan Hukum Sekunder, Metode 
pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan Studi  lapangan  dengan melakukan 
wawancara. Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, dipergunakan teknik 
deskriptif kualitatif.
9
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Alasan-alasan yang Mendasari Pelaku untuk Melakukan Perbuatan 
Pembuangan Bayi 
Terkait dengan alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan 
pembuatan bayi erat kaitanya dengan motif atau motivasi yang telah di uraikan dalam 
bab sebelumnya.
10
 Motif dan motivasi di dalam kaitannya pembahasan ini yaitu motif
atau motivasi yang mendorong atau mendasari pelaku melakukan perbuatan 
pembuangan bayi. 
3.1.1 Alasan-alasan yang Mendasari Pelaku untuk Melakukan Perbuatan 
Pembuangan Bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali 
Pelaku pembuangan bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali adalah pasangan 
kekasih di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) di 
salah satu SMA di kabupaten Boyolali. Berikut ini alasan-alasan pelaku melakukan 
pembuangan bayi yaitu sebagai berikut:  
a. Takut apabila diketahui oleh kedua orang tuanya karena telah hamil dan
melahirkan
Pelaku yang masih duduk di bangku SMA dan belum menikah menjadi faktor 
kenapa pelaku takut diketahui kedua orang tuanya apabila telah hamil dan melahirkan. 
Dari perisitiwa yang terjadi selama pelaku mengandung dan juga melahirkan tidak ada 
seorangpun keluarga yang mengetahuinya.  
b. Pelaku kurang mendapat pengawasan dan perhatian dari orang tua
Penyebab pelaku hamil karena berpacaran dengan kekasinya dan sering 
melakukan hubungan badan di Warnet Arsanet setiap kali mereka bertemu.
11
 Dari
kejadian itu peran orang tua dalam hal pengawasan dan memberikan terlihat minim, 
mereka kurang memperhatikan anaknya. ketika pelaku telah mengandung bayi selama 
9 bulan namun tidak ada anggota keluarga baik kedua orang tua yang mengetahui 
anaknya sedang hamil.  
10
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c. Pribadi yang masih tergolong labil sehingga tidak berfikir panjang dalam
bertindak
Faktor usia sangat berdampak kepada kematangan berfikir, kematangan 
berfikir ini menyebabkan anak yang masih tergolong labil sehingga tidak berfikir 
panjang dalam bertindak. 
d. Alasan Yuridis
Alasan yuridis ini berkiatan erat dengan pengetahuan pelaku yaitu anak terkait 
dengan pengaturan tindakan yang pelaku perbuatan. Pembuangan bayi tersebut 
dilakukan oleh pelaku disebabkan karena minimnya pengetahuan hukum dan agama 
yang dimiliki oleh pelaku, yang kemudian menyebabkan pelaku untuk berani 
membuang bayi yang merupakan anaknya sendiri. Pelaku hanya tahu perbuatan itu 
dilarang tanpa mengetahui dasar peraturannya dan ancaman yang akan menjeratnya. 
3.1.2 Alasan-alasan yang Mendasari Pelaku untuk Melakukan Perbuatan 
Pembuangan Bayi di dukuh Kadiloyo Rt 5 Rw 5, Desa Wonosari, Gondangejo, 
Karanganyar 
Pelaku pembuang bayi dalam kasus pembuangan bayi di dukuh Kadiloyo Rt 5 
Rw 5, Desa Wonosari, Gondangejo, Karanganyar ini adalah berinisial S, yang 
berumur 16 tahun 8 bulan. alasan pembuangan bayi tersebut disebabkan oleh beberapa 
penyebab antara lain yaitu: 
a. Pelaku yang menghamili
Faktor pelaku sangat berperan mempengaruhi terdorongnya pelaku untuk 
melakukan pembuangan bayi. Dalam hal alasan-alasan pelaku melakukan 
pembuangan bayi adalah tidak bertanggungjawabnya pelaku yang telah 
menghamilinya.  
b. Ketakutan terhadap keluarga
Takut dengan keluarga faktor keluarga terutama orang tua yang membesarkan 
anak tersebut sangat mempengaruhi perbuatan pembuangan bayi tersebut. Anak pasti 
akan takut apabila ia ketahuan oleh orang tua yang membesarkan selama ini 
mengetahui hamil di luar nikah. Apalagi yang mengahmili adalah orang yang sudah 
berkeluarga. 
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c. Malu kepada masyarakat
Malu kepada masyarakat hal ini merupakan dampak psikologis yang dialami 
oleh pelaku yang hamil di luar nikah bahkan mempunyai anak tanpa adanya seorang 
bapak. Mengalami kehamilan di usia muda walau bagaimanapun pasti akan 
menimbulkan konskuensi yang sulit tidak saja bagi remaja yang bersangkutan, tetapi 
juga seluurh anggota keluarga yang lain.  
d. Alasan yurudis
alasan yuridis pembuangan bayi yang dilakukan yaitu pelaku mengetahui 
apabila perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan agama dan peraturan hukum, terkait 
dengan peraturan hukum hanya sekdar tahu, dan untuk peraturan agama pelaku tahu 
namun tetap melakukannya karena rasa malu terhadap masyarakat, karena selama ini 
pelaku dikenal sebagai sosok yang baik dan merupakan remaja masjid. 
3.2 Peraturan Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Pelaku Perbuatan 
Pembuangan Bayi 
Berikut ini penulis akan menguraikan peraturan hukum pidana terkait anak 
sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi baik dibidang hukum materiil yaitu  
3.2.1 Peraturan hukum pidana di dalam KUHP 
Pasal-pasal di dalam KUHP yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pembuangan 
bayi yaitu sebagai berikut  
a. Pasal 181 KUHP
Pasal tersebut dijelaskan barangsiapa yaitu setiap orang yang melakukan 
menyembunyikan kematian atau kelahiran di ancam dengan pidana penjara 9 tahun 
atau denda sebanyak 300 ribu rupiah. Pasal ini menjelaskan apabila setiap orang yang 
menyembunyikan kematian atau kelahiran, kelahiran atau kematian ini yaitu bayi 
dapat dijatuhi pidana 
b. Pasal 305 KUHP
Pada pasal ini dijelaskan mengenai orang yang menempatkan anak yaitu yang 
umurnya belum 7 tahun jadi bisa dari baru lahir hingga 7 tahun yang dengan sengaja 
menelantarkan anak tersebut agar terlepas pertanggungjawaban terhadap anak itu 
dapat di ancam dengan pidana 5 tahun.  
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c. Pasal 308 KUHP
Dalam pasal ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari pasal 305 KUHP 
dimana di dalam pasal ini lebih dipertegas terkait pelaku adalah seorang ibu yang 
menempatkan anaknya dengan motif karena takut akan diketahui tentang kelahirannya 
anaknya yang bertujuan agar lepas pertanggungjawabannya dengan bayi yang di 
lahirkan tersebut.  
d. Pasal 341 KUHP
Dalam pasal ini disebutkan apabila seorang ibu yang merasa takut karena telah 
melahirkan anak, kemudian membunuh anaknya.  
e. Pasal 342 KUHP
Pasal ini sama seperti di dalam pasal 341 KUHP Bedanya dalam pasal ini ibu 
tersebut melakukannya dengan sengaja, sengaja berarti sadar akan perbuatan yang 
dilakukannya dan akibat yang dilakukannya yang telah direncanakan terlebih dahulu 
sebelumnya. 
3.2.1 Peraturan hukum pidana di luar KUHP 
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi
Undang-Undang
Berikut ini beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat atau 
dipidanakan kepada pelaku pembuangan bayi yaitu sebagai berikut 
a) Pasal 76 B
Di dalam pasal tersebut menyebutkan setiap orang jadi semua orang baik itu 
pelakunya adalah anak atau orang dewasa yang melakukan atau menempatkan anak 
yaitu termasuk bayi di dalamnya dalam situasi perlakuan salah atau penelentaran. Dan 
selanjutnya atas perbuatan sebagaimana di atur di dalam pasal 76B ini di kenakan 
ketentuan pidana yang terdapat di dalam pasal 77 B yaitu setiap orang baik itu 
pelakunya anak atau perempuan yang melanggar pasal 76 B dapat dikenakan pidana 
paling lama lima tahun berserta denda seratus juta rupiah. 
b) Pasal 76 C
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Dalam pasal tersebut menjelaskan apabila setiap orang yakni baik orang deasa 
atau anak-anak tanpa suatu pengecualian yang melakukan penempatan, atau 
melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam hal tersebut bentuk kekerasan yang 
dilakukan berupa pengabaian, penolakan dan dapat juga berupa penyiksaan fisik, 
karena bayi yang pada dasarnya merupakan makhuluk yang lemah dan masih 
membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tua namun malah ditempatkan 
disuatu tempat yang tidak memungkinkan anak tersebut mendapat jaminan keamanan. 
Untuk perbuatan yang diatur di dalam pasal 76 C tersebut diancam dengan pidana 
yang diatur di dalam Pasal 80. 
b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Berikut ini adalah beberapa pasal Pasal 128 Di dalam Pasal ini menyetakan 
apabila pemberian air susu eksklusif selama 6 bulan semenjak bayi itu lahir, Dalam 
pemberian air susu ibu tersebut semua pihak harus mendukung secara penuh, namun 
dalam penelitian yang dilakukan penulis dapat dikatakan apabila perbuatan 
pembuangan bayi sama dengan merupaka perbuatan yang tidak mendukung ibu bayi 
secara penuh untuk memberikan air susu ibu eksklusif tidak terkecuali bahwa ibunya 
sendiri yang menghalang-halangi pemberian air susu ibu tersebut kepada anaknya. 
Dalam kaitannya ini pelaku yang melanggar ketentuan di dalam Pasal 128 dapat 
dikenakan ketentuan pidana yang terdapat di dalam pasal 200 yaitu dalam pasal ini 
setiap orang yaitu semua orang baik itu dewasa, anak baik itu keluarga, pemerintah 
dan lain sebagaimana yang menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif 
dapat di ancam dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
seratus juta rupiah. 
Dari beberapa pasal-pasal yang telah di sebutkan diatas menurut penulis 
sebenarnya banyak pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku 
pembuangan bayi karena dalam hal ini melihat perbuatan tersebut sudah memenuhi 
unsur-unsur dalam tindak pidana,
12
 namun realitasnya tidak banyak pasal yang
diterapkan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim 
sendiri. Menurut penulis alasan tidak banyak pasal yang diterapkan para penegak 
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hukum untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri, hal ini dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu Faktor aparat penegak hukum yiatu 
kemampuan polisi dalam memahami suatu fenomena perbuatan yang kemudian di 
tafsirkan dengan penerapan pasal tergolong rendah, karena dalam hal ini disebabkan 
latar belakang pendidikan polisi yang tergolong rendah. Faktor pelaku  yaitu pengaruh 
pelaku terhadap aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pasal. Penyesuaian pasal 
dengan perbuatan yaitu penerapan pasal yang ada di dalam undang-undang perlu 
disesuaikan dengan bentuk perbuatan pembuangan bayi
13
 Jadi tidak semua pasal
dalam peraturan hukum yang disebutkan di atas dapat diterapkan di seluruh perbuatan 
pembuangan bayi  
3.3 Perlindungan terhadap Hak-hak Anak Sebagai Pelaku Pembuangan Bayi dalam 
Proses Peradilan Pidana 
Tindak pidana pembuangan bayi merupakan perbuatan yang tidak patuh 
kepada norma agama yang kemudian menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan 
bersama sehingga perlu memperoleh sanksi yang bersifat memaksa.
14
Berikut ini
penulis akan mnguraikan masing-masing perlindungan terhadap hak hak anak sebagai 
pelaku pembuangan bayi baik melalui jalur diversi maupun peradilan umum yaitu 
sebagai berikut: 
3.3.1 Penyelesaian Kasus pembuangan bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali 
Penyelesaian kasus pembuangan bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali 
dilakukan melalui proses peradilan umum. Berikut ini penulis akan uraikan mengenai 
penyelesaian kasus pembuangan bayi di desa Juwangi yaitu sebagai berikut 
a. Alasan dilaksanakan melalui proses Peradilan umum
Terkait dengan alasan penyelesaian kasus pembuangan bayi di boyolali 
menggunakan proses peradilan umum adalah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 7 
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Ssitem Peradilan Pidana anak yang 
menyebutkan: 
13
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“a. Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana 
penjara di bawah 7 tahun 
b,  bukan merupakan pengulangan tindak pidana residive.” 
Dalam hal kasus ini pelaku di ancam dengan Pasal 341 KUHP, Pasal 342 
KUHP, 181 KUHP yang sebagaimana pasal tersebut telah di uraikan di pembahasan 
sebelumnya yaitu ancaman penjara untuk pasal 341 KUHP adalah 7 tahun penjaran 
dan Pasal 342 adalah 9 tahun penjara, Pasal 181 selama 9 bulan.  
b. Penjatuhan pidana dalam Putusan terhadap pelaku pembuangn bayi
Kemudian bagaimanakah proses peradilan umum ini dapat melindungi anak 
sebagai pelaku pembuangan bayi. Hal ini erat kaitannya dengan pidana dalam putusan 
yang dijatuhkan kepada pelaku dan juga proses peradilan yang dilaksanakan. Dalam 
proses peradilan yang berjalan akan dilakukan secara biasa hanya saja dilakukan 
secara tertutup tidak terbuka untuk umum. Kemudian perlindungan yang diberikan 
dalam proses peradilan hukum ini adalah dalam hal putusan yang dijatuhkan. Dengan 
pertimbang sebagaimana di rekomendasikan dari Pihak BAPAS dan juga 
memperhatikan keadaan yang memberatkan dan juga Hal yang meringankan, dengan 
demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan mampu memeberikan 
penjeraan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak 
melakukan perbuatan tersebut. 
c. Pelaksanaan putusan
Terkait dengan pelaksanan putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku 
pembuangan bayi yaitu pelaksanaan bebas bersyarat ini yaitu setelah pelaku di 
bebaskan dari tahanan, Dinas Sosial berkoordinasi dengan pihak BAPAS untuk  
melakukan pengawasan selama pidana bersyarat tersebut masih berlangsung, selain itu 
juga melakukan koordinasi dengan orang tua anak tersebut untuk selalu melakukan 
pengawasan terhadap anaknya dan mendidiknya dengan baik. . Dan juga melakukan 
edukasi terhadap anak dan juga masyarakat agar mental anak dapat kembali dan tidak 
dirampas hak-haknya. 
Dengan demikian dapat dikatakn putusan yang berupa pidana bersyarat 
tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum 
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yang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar putusan yang diberikan lebih 
mencerminkan perlindungan terhadap anak dan juga hak-hak anak tidak di langgar 
akibat adanya putusan pemidanaan yang mengharuskan anak untuk di penjara. 
Sehingga tujuan pemidanaan sendiri dapat tercapai dengan baik. 
3.3.2. Penyelesaian Kasus Dukuh Kadiloyo Rt.5 Rw 5, Desa Wonosari, Gondangrejo, 
Kabupaten Karanganyar 
Terkait dengan penyelesaian kasus pembuangan bayi di Dukuh Wonosari 
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dilakukan upaya Diversi.
15
Berikut ini adalah
urian mengenai penyelesaian kasus pembuangan bayi di Karanganyar yaitu: 
a. Alasan penggunaan Sarana Diversi
Pelaksanaa Diversi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.11 
Tahun 2012 tentang Ssitem Peradilan Pidana anak dimana pelaku pembuangan bayi di 
Gondangrejo hanya diancam dengan Pasal 305 dengan ancaman pidana lima tahun 
sampai enam tahun, dengan demikian ancaman pidana yang dijatuhkan kurang tujuh 
tahun. Selain pertimbangan tersebut juga anak tersebut bukan merupakan residive, dan 
pelaku baru melakukan perbuatan pembuangan bayi baru pertama kali. 
b. Pihak-Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi yaitu Unit PPA polres 
Karanganyar,Dinas Sosial Karanganyar, Dinas Pemberdayaan Permpuan, 
perlindungan anak dan KB,  BAPAS Surakarta, Ketua karang taruna desa Gondang 
rejo, Ketua RT Gondang rejo, dan Keluarga Pelaku pembuangan bayi, Takmir masjid 
Gondangrejo, kepala desa Gondangrejo.  
c. Hasil Diversi
Di dalam diversi tersebut dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan dari 
pihak-pihak dan hal ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh setiap pihak 
yang berupa arahan dan hukuman yang bersifat sosial. Berikut ini adalah keterangan 
dari pihak-pihak yang menghadiri diversi tersebut: 
(a) Dinas Sosial 
15
 Siti musrifah, Kanit IV Reskrim Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Karanganyar, Kamis 29 
Maret 2018, Pukul 09:10 WIB 
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Dinas Sosial Karanganyar akan mencegah terjadinya pembuangan bayi agar 
tidak terulang lagi dengan bekerjasam dan berkoordinasi dengn Komisi perlindungan 
perempuan dan anak (KP2A), dan memprogramkan untuk terus mengadakan kegiatan 
sosialisasi atau pembinaan terhadap siswa-siswa SMP dan SMA Atau SMK. 
(b) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan KB 
Dalam melindungi pelaku pembuangan bayi memberikan pendampingan 
kepada pelaku dan juga mengupayakan diversi agar hak-hak anak dapat dilindungi. 
Selain itu, untuk mencegah kejadian itu terulang kembali, melakkan sosialisasi-
sosialisasi melalui sekolah  
(c) BAPAS 
dilaksanakan Diversi dengan pertimbangan bahwa pelaku masih berumur 16 
Tahun 8 bulan yang oleh undang undang nomer 11 tahun 2012  tentang system 
peradilan pidana anak masih tergolong sebagai anak. Kemudian Perbuatan pelaku 
tersebut di ancam dengan pidana penelantaran yang ancaman pidanannya dibawah 5 
tahun oleh karena itu memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi.  
(d) Kepala Desa 
Pihak Kepala Desa Gondangrejo memberikan keterangan apabila kejadian 
yang sudah terjadi agar berlalu tidak melihat kejadian yang terjadi di masa lampau.  
(e) Takmir Masjid 
Takmir masjid memberikan arahan agar pelaku setalah kejadian yang ada 
untuk kembali melakukan kegiatan yang sebelumnya rutin dilakukan tidak usah ada 
rasa malu atau bagaimana. 
(f) Ketua Karangtaruna 
Pelaku diharapkan untuk bisa aktif kembali spserti biasanya. Karang taruna 
menganggap kejadian tersebut sudah tidak ada lagi atau dianggap tidak pernah ada. 
d. Kewajiban merawatan anak
Menurut Bapak Sriyadi, Sedangkan upaya yang dilakukan Dinas sosial untuk 
mengupayakan pemulihan hak-hak anak yiatu merahasiakan identitas pelaku, 
dukungan psykologis terhadap pelaku dan mendorong agar pelaku dapat mengasuh 
bayinya sendiri sebagaimana mestinya. Dinas Sosial Karanganyar sebelum 
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menyerahkan bayi yang dibuang dan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap 
bayi, Dinas Sosial terlebih dahulu akan melakukan survei lokasi ke lokasi rumah 
pelaku dan juga orang tua pelaku, mereka mengecek kelayakan ekonomi dan tempat 
tinggal untuk bayi yang dibuang tersebut. dalam kasus pembuangan bayi di 
gondangrejo pelaku dan orang tua kandung bayi ingin tetap mengasuhnya karena telah 
menyesali perbuatannya.
16
 Dan juga menurut M. Ika Kramjaya,
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 bahwa dinas
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan KB, melakukan pembinaan 
selama percobaan selama 3 bulan terhadap pelaku baik dalam kehidupan sehari-
harinya dan juga dalam hal pengasuhan bayinya. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus pembuanganbayi di 
Gondangrejo ini menggunakan Diversi, perlindungan pelaku pembuangan bayi 
melalui diversi ini lebih di tekankan pada hukuman yang lebih bersifat hukuman kerja 
sosial agar anak (yang juga merupakan pelaku) dapat kembali ditengah-tengah 
masyarakat, tidak diasingkan, selain itu hak-hak anak tidak dilanggar dengan hukuman 
yang ada. Sehingga tujuan dari restorative justice system dapat dicapai. 
4. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Pertama, Terkait 
dengan alasan-alasan yang mendasari pelaku untuk melakukan perbuatan pembuatan 
bayi di Desa Ngaren, Juwangi, Boyolali adalah pelaku takut apabila diketahui oleh 
kedua orang tuanya karena telah hamil dan melahirkan, Pelaku kurang mendapat 
pengawasan dan perhatian dari orang tua, Pribadi yang masih tergolong labil sehingga 
tidak berfikir panjang dalam bertindak dan juga alasan yuridis. Sedangkan, di dukuh 
Kadiloyo Rt 5 Rw 5, Desa Wonosari, Gondangejo, Karanganyar yaitu pelaku yang 
menghamili, Ketakutan terhadap keluarga, Malu kepada masyarakat dan juga alasan 
yuridis berupa kurangnya pengetahuan peraturan hukum yang berlaku atas perbuatan 
pembuangan bayi. Kedua, Terkait dengan peraturan hukum pidana terkait anak 
16
 Drs Sriyadim M.M, Kabid Perlinudngan dan rehabilitasi sosial kabupaten Karanganyar,  Wawancara 
Pribadi, Karanganyar, Kamis, 29 Maret 2018, Pukul 11:10 WIB 
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Maret 2018, Pukul 09:10 WIB 
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sebagai pelaku perbuatan pembuangan bayi di atur di dalam peraturan hukum pidana 
di dalam KUHP dan Peraturan hukum pidana di luar KUHP. Dari beberapa pasal-pasal 
yang telah di sebutkan diatas alasan tidak banyak pasal yang diterapkan hal ini dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu faktor aparat penegak hukum, Faktor 
pelaku , faktor Penyesuaian pasal dengan perbuatan. Ketiga, Terkait dengan 
perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pembuangan bayi dalam proses 
peradilan pidana dapat dilakukan melalui upaya diversi seperti praktik yang dilakukan 
dalam kasus pembuangan bayi di Dukuh Kadiloyo Rt.5 Rw 5, Desa Wonosari, 
Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan penyelesaian dengan melalui proses 
peradilan umum seperti kasus pembuangan bayi yang terjadi di Desa Ngaren, Juwangi 
Boyolali.  
Dalam hal ini penulis memberikan saran yaitu Pertama, untuk pemerintah 
Republik Indonesia, lebih menggiatkan lagi kegiatan sosialisasi bahaya kenakalan 
remaja dan pergaulan bebas karena perbuatan tersebut berbahaya dan juga sangat 
mengancam masa depa bangsa Indonesia untuk kemudian hari. Dan mengoptimalkan 
peran Dinas-dinas Terkait. Kedua, untuk aparat penegak hukum, agar dalam mengadili 
anak sebagai pelaku pembuangan bayi dilakukan dengan keadilan. Ketiga, untuk 
masyarakat Indonesia, yaitu untuk orang tua pelaku pembuangan bayi agar lebih 
melakukan pengawasan terhadap anak- anaknya agar hal-hal yang berkaitan dengan 
anak dapat dikontrol oleh orang tua. Untuk anak sebagai remaja untuk menjaga 
pergaulannya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Untuk masayarakat 
umum agar dapat menerima anak sebagai pelaku pembuangan bayi di dalam 
masyarakat seperti biasanya. 
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